GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG
m‘
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAWPUNG
HOMOR : G/163/IX/HK/91.

TENTARNG

PEMBERTAN IZIN PENGUMPULAN DANA/BULAN DANA PII
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBZRKNUR KEPALA DABRAH TINGKAT I LAMPUR

ilembaca Surat Pengurus Palang Merah Indonesia Propinsi Lampung tanggal
4 April 1991 Nomor : 269/FPDH-PMI/BD/IV/1991 perihal permohonan
Izin Penyelenggaraan Bulan Dana PHI Tahun 1991 di Propinsi Lam

— pung.

.

lenimbang : bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas PWMI Daerah Lampung
sebagal upaya pembinaan kesejahteraan masyarakat, dipandang per
lu mengabulkan permohonan izin serta mengatur pelaksanaan peng-
umpulan dananya dengan suatu keputusan.

1o Undang-Undang Homor : B.Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pe -
merintahan di Daerah.

liengingat

2+ Undang-Undang Homor

: 14 Tahun 1964 tentang FPembentukan Dag
rah Tingkat I Lampung.

3. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1561 tentang Fengumpulan Uang
‘dan Barang.

4, Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1980 tentang Pelaksa -

an Sumbangan.

5, surat Heputusan Menteri Sosial R.I. Nomor : HUK.1-1-16/1456/
tanggal 9 Agustus 1961.

6. Surat Keputusan Mengeri Sosial R.I. Homor : B.S.8.5=1-444/91
tanggal 14 Februari 1991.

MEMNUTUS KA

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada PMI Daerah Tingkat I Lampung untuk menye
lenggarakan Pengumpulan Dana ( Bulan Dana ) PHI, yang selanjut-
nya dalam pelaksanaan akan dilakukan oleh PMI Cabang se-Propin-
si Daerah Tingkat I Lampung dengan Surat Keputusan Bupati/Wali-
kotamadys di Daerah Tingkat II masing-masing selama 2 (dua) bu
lane

Kedua Besarnya pungutan diatur sebagai berikut :

1o ae Perguruan Tingegi Negeri/Swasta yang berbentuk karcis :
Ap. 250,- setiap mahasisiwa atau calon mahasiswa baru, -
khusus bagli mahasiswa baru pengumpulan Dana diizinkan se-
Jak dimulainya seleksl penerimaan mahasiswa baru.

b. Pelajar SHTA,SNTP dan SU Negeri/swasta masing-masing :
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Perusahaan Umum/Swasta, Badan Usaha Kilik Negara/Daerah, Bank
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200,-/Buah,
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200,-/Dangganan.
300,~/ Langganan.
500,~/ Langganan.

100,~/ Crang.
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Femerintah/Swasta sederajat
- Golongan L o

- Golongan  II .

- Golongan iTT .
Sumbangan Terminal :

- Vespa/motor .

- Taxi/Opelet R

- Bus/Truck .
Sumbangan Pemakail Jasa

- Air Bersih .

- Listirk .

- Telephone .
Tempat Hiburarn/Bioskop/Restaurant Rpe
Penumpang Kereta Api/Kapal
Tocko=toko kecil .
Toko-toko besar .
Supermarket/rlaza .
Restaurant/Rumah Makan
Hotel Berbintang 0
Fenginapan °
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Pedoman Fenyelenggaraan Bulan lana YMI harus sesuai dengan per-
aturan perundang-undangan, antars lain tidak boleh dilaksanakan
dengan cara-cara yang dapat menimbulkan ekses-ekses yaitu :

ae. Dalam melaksanakan Pengumpulan Sumbangan tidak diizinkan -
m engikut sertakan pelajare.

b, Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan harus mempergunakan tanda-

pengenal Pil,

Ce felaksanaan FPengumpulan tidak
tempat-tempat umum yang dapat

tentnaman masyarakat.

Hasil Penyelenggaraan Bulan Hana

gunakan sebagai berikut

diperbolehkan di Jalan-jalan /
mengganggu ketertiban umum/ Ke-

PHI Tahun %991 ini harus diper

a. Untuk Kegiatan Palang lerah Indonesia sebesar 90x ( sembilan

puluh persen ).

b. Biaya @ Q0 @ 6O T HE SO0 O 0000000 VEGCCHNHNOO0NIELU



Kelima

Keenam

Ketujuh

Kedelapan

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

Te
2e
3
4e

be Untuk biayas administrasi penyelenggar=zan pengumpulan sebesar-
10% ( sepuluh persen ).

Dalam wakiu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya waktu usaha pengum
Pulan Bulan Dana yang ditentukan dalam Surat Keputusan ini, peme
gang izin berkewajiban memberi laporan secara tertulis sesuai de
ngan petunjuk yang berlaku,

..

Izin sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapzst pembe=
ri izin setelah mendengar Panitia Pertimbangan, Pengumpulan Uang
dan Barang ( P3UB ) oleh pemegang izin tidak dipenuhi mengenai =
syarat-syarat tersebut diatas,

..

Dalam Pelaksanaan Bulan Dgns di Tingkat II akan dipantau atau di
awasi oleh Panitia Bulan Dana PNI Tingkat I Lampungs.

Ys

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni s/d 31 Juli
1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat-
kekeliruan akan diubah sebagaimanz mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung .
Pada % al 146 = 5 -
a angg 46 - 5 - 1991

qr GUBERNUR KEPALA/DAERAH AT I LAMPUNG,

POEDJONY PRANYOTO ,=

Bapak Menteri Dalam Negeri RI di-~ Jakarta,

Bapak Menteri Kesehatan RI di- Jakarta,

Ibu Menteri Sosial RI di-~ Jakarta,

Pengurus PMI1 Pusat di- Jakarta,

Sdre Ketua DPRD Tingkat I Lampung di-~ Lampung,

Sdr. Dan Lamu Astra di-~ Tanjungkarang.

Sdre Dan Rem Gatam di- Tanjungkarang,

Sdre Dan Sional Teluk Ratai d4di=- Panjange

Sdre Kepala Kepolisian Wilayah Lampung di- Telukbetung.

Sdre Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Tingkat 1 Lampung di= Telukbetung.

Sdre Kepala Direktorat/Kepala Biro di ILingkungan Pemda Tk.I Lampung di Telukbetung,.

Sdrs Kepala. Instansi/Kakanwil/Kepala Dinas Tingkat I se~ Propinsi Lampung.
Sdre Direktur BUMD/BUMN se~ Propinsi Lampunge

Sdr, Bupati/Walikotamadya KDH Tk.II se~ Propinsi Lampung,

Sdr. Ketua PMI Daerah Propinsi Dati I Lampung.

Himpunan Keputusan,




